
 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  

NOMOR 3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  

TENTANG KERJA SAMA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerja sama daerah perlu didasarkan 

pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik serta saling menguntungkan; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga 

perlu dicabut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

SALINAN 
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beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6871); 

  5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6219); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah 

Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG 

dan 

BUPATI BULELENG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG 

KERJA SAMA DAERAH. 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG KERJA SAMA DAERAH  

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah telah menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik 

serta saling menguntungkan. Penyelenggaraan kerja sama daerah juga 

dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan 

keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kerja sama daerah 

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dalam 

penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, 

daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Kerja 

sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, 

antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga 

atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 

menguntungkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerja Sama Daerah secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan 

kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak 

ketiga, dan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga 

di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah menegaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 
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daerah tidak mengatur kerja sama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), 

Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah maka ditetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja 

Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak 

Ketiga yang mengatur lebih lanjut dan detail mengenai tahapan Kerja 

Sama Daerah dan materi muatan dokumen Kerja Sama Daerah.  

Mengingat dengan telah dicabut dan tidak diberlakukannya  

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan 

Kerja Sama Daerah,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang  Tata 

Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah yang 

dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah, sehingga sesuai dengan 

perkembangan hukum saat ini muatan materi yang tercantum pada 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah 

bertentangan dengan muatan materi yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang  Tata 

Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah 

dengan pihak ketiga dan berdasarkan kondisi existing saat ini bahwa 

Peraturan Daerah tersebut tidak lagi digunakan oleh Pemerintah Daerah 

dalam melakukan Kerja Sama Daerah dan selama ini selalu mengacu 

pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, 

sehingga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan, dan 

memberikan kepastian hukum serta dalam rangka penyederhanaan 

Peraturan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan Kerja Sama 

Daerah di Kabupaten Buleleng, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Kerja Sama Daerah perlu dicabut.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 

 

jdih.bulelengkab.go.id


	5043eb72da4f355feb96fdec2b8405e0b1e548be9b79af84bcdcb444199b4b4a.pdf
	58a237ac2c6f95f69e0a4a93773d1210e90385f616e330218d2d73e7759571fe.pdf
	5043eb72da4f355feb96fdec2b8405e0b1e548be9b79af84bcdcb444199b4b4a.pdf



